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manusia.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, siang dengan
malam, daratan dengan lautan, begitu pula dalam penciptaan manusia, ada laki-laki
dan ada perempuan. Allah SWT berfirman:
(¢ :o\/QLUL.U) J)J{JJ P&M U ) Lals 252.& J.{ B

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasarg-pcsaigan supaya kami: mengingat
wkan kebesaran Allah SWT

Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluri selain
mempunyai keinginan teshadap anak keturunan, harta, juga sangat menyukai lawan
Jenisnya (wanita). Jalan terbaik terjadinya “hubungan” berlainan jenis dalam Islam
telah ditetapkan yaitu peikawinan, yang merupakan wadah penyaluran biologis vang
wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunahnya.'

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi riwayat Anas Ibnu Maiik:
(e Gisay (5o el i 8 by b sl g1y bl g 0l g ULy Lol SO

Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi wanita, maka barang
siapa membenci sunakku, maka ia bukan termasuk golonganku

'anmad Rofiy, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-1,
h. 70



Ferkawinan sebagai perburtun hakum antara suami dan istri bukan saja untuk
merealisasikan ihacdah kepada Allah tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum
keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan sangat
mulia yaitu membina keluarga bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang
Mat - Esa, maka poria diater hak dan kewajiban suami istri.’

Hak. dau kew ssiban adalah dua kata yang saling berkaitan satu sama lain, di
mana ada hak inaka kons~kuensinya ada kewajiban, begitu juga sebaliknya. Hak istri
adalzh kewajiban suumi dan hak suzmi merupakan kewaiihan istri.

Dalam fenomens nasyarakat, terutama masyarakat di pedesaan, serngali
aatara hai dan kew-jiban diputar-balikkan sehinggz kaumn wanpita, khususnya, belum
mengeitr bak-hikeiya cevagal £eoring istri. Keadaan seperti itu, menyebabkan
lemahnya posisi wanita di rieta kenim pria sehingga pihak wanita sering dirugikan
dan hak-hak yang cirilikinya cenderung diabukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis teriark untuk membahas musalah
teree ot dsizm beutuk skripsi dengan judul “Hak-hak Wanita dalam Perkawinan
Menurut Hukum Is% = Jan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”.

Adspun alasan penulis mengajukan judul tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penulis ingin memg :rdalain cengetahuan tentang syari’at Islam terutama temang

perkawinan yang mencakug hk-Fak vanita.




2. Penulis ingin mengetahui secara meudalam hak-hak wanita dalam perkawinan
yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

3. Penulis melihat dan memperhatikan bahwa pada sebagian besar masyarakat
terntama masyarakat di pedesaan, masih banyak hak-hak wanita yang cenderung

diabaikan sehingga pihak wanita sering dirugikan dalam sebuah perkawinan.

B. Pembaiasan dan Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas dan mengkaji tentang hak-huk
wanita dalam perkawman mencrut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan
nomor ! iahun 1974. Karena itu, masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini
penulis mumusken sebagai verikut: Bagaimsnakah pandangan hukum Islam dan
Undang-undang Nomor 1 tahnn 1974 tentang hak-hak wanita dalam

perkawinan?

C. Metode Pembahasan

Dzian peryususnan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan (/i5rar; research) dengan mengumpulkan data dan sumbernya dari
beberapa literatur yang bsrkaitan dengan judul, kemudian ditransfer dalam bentuk
tulisan yang berpedoinan pada bukv Pzdoman Penulisan Stripsi, Tesis dan Disertas

yang diterbitkan oleh TAIN Syarif i¥idayatullah Jakarta tahun 1994.



D. Gisiematika Penulisan

Penyusunar skripsi ini mencakup lima bab, dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab I merupa%en bab pendahuluan, yang meliputi alasan pemilihan judul,
pembatasan dan perurusan masalah, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang kedudukan wanita, yang meliputi kedudukan
wanita sebelum Islam, kedudukan wanita dalam hukum Islam, serta kedudukan
wanita dalam hukum dan masyarakat Indonesia.

Bab IIl menerangkan tentang perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974, yang terdiri dari rengertian perkawinan menurut
hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan dan hikmah
perkawinan, batalnya perkawinan, dan putusnya perkawinan.

Bab IV meabahas tentang hak-hak wanita yang berkaitan dengan
perkawinan, yang mcaguraikan hak wanita untuk mengenal calon pasangannva, hak
wanita untuk mendapat mahar, hak warita untuk mendapai nafkah, hak wanita untuk
mendapat perlukuan baik dalam pergaulan, hak wanita dalam memutuskan
perkawinan, dan hak waniia akibat putusnya perkawinan,

Bab V merupakan bab penutup, terdiri atas kesimpulan dari inti bahasan
skripsi yang merupakan  jawabon atas rumusan masalah dan saran-saran yang

dikemukakan penulis.




BAB II

KEDUDUKAN WANITA

A. Kedudukan Wanita sebelum Islam'

Pada zaman sebelum Islam, kaum wanita dianggap sebagai manusia yang
tidak berharga dan kurang bergura bagi kehidupan, bahkan hanya dianggap scbagai
tempat pelampiasan nafsu birahi kaum pria, ada juga yang memperlakukan wanita
sebagai barang dagangan yang bisa dijual-belikan secara terbuka di pasar-pasar.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi, pada waktu itu kondisi wanita sangatlah

memprihatinkan karena penuh dengan keterbelakangan, ketika itu wanita bodoh dan

terisolasi dari kegiatan kehidupan beragama dan duniawi.’

Mengutip pendapat Muhammad Al-Hamidi, Ahmad Masruch Nasuha
menyatakan bahwa keterbodohan dan keterbelakangan wanita pada waktu itu,

melahirkan tindakan «emena-mena dari kaum laki-laki, mereka dipandang sebagai
budak dan benda atau binatang yang dapat diperjual-belikan.

Pada masa itu, menanam hidup-hidup anak perempuan menjadi kebiacaan
para ayah karena 1nereka khawatir mendapat cela. Tradisi mercka apabila dikaruniai

anak perempuan, membunuh anak itu dengan cara yang kejam di luar sifat

o 'Yusuf Qardawi, Muslimah Harapan dan Tantangan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1594), I.
VAE:
\

2 Ahmad Masruch Nasuha, Kaum Wanita dalum Pembelcan Islam, (Semarang: Tona
Putra, 1982), h. 7

|



kemanusiaan yaitu dengan cara mengubur hidup-hidup anak perempuan me:eka,

karena mercka menganggap bahwa anak perempuan tidak bisa dibanggakan dalam

pertempuran dan perkelahian antar-suku.’

Gambaran tersebut diinformasikan pula dalam Al-Qur’an:

4 il e g oo oyl r (S50 (ST 05 13 geen agormy JB (VL a1 151
(04-0A :\ 1/ Jdh O,&é L LYl OV 3 vy ol O Lo Kt

Dan upabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan,  hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah.ia
menyembunyikan dirinya,dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadunya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung
kehinaan ataukch akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Alangkah
buruknya apa yang mei-eka tetapkan itu

Dari gambaran di atas, terlibat bahwa kehadiran anak perempuan bagi mereka
merupakan sebuah aib yang memalukan keluarga. Oleh karena itu, mecreka tidak
menerima lahirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah mereka. Jika lahir bayi
perempuan di tengah-tengah mereka, tak segan untuk membunuhnya dengan
menguburnya hidup-hidup. Padahal, mengubur bayi hidup-hidup mencerminkan
pengabaian hak hidup, yang merupakan hak dasar manusia.

Dalam hal warisan, kaum wanita saat itu hak warisnya terhalang secara
mutlak karena warisan hanya terbatas untuk kaum laki-laki. Menurut Ibnu Kasir,

keadaan bangsa Arab Jahiliyah tentang hak waris menjadi sebab turunnya Q. S. An-

Nisa ayat 7:-

3 Ibid.




J;u O Yy OLU‘)” ﬂju G-y GL&U} Oﬁ}yu C)U.“)M ﬂju G- J\.»;U

(Vs efeladly Lo g jan Lonas 587 o) i

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kerabatnya, baik sedikit atuu banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

Ibnu Kasir menerangkan: “Sa’id bin Jubair dan Qatadah berkata, bahwa

dahulu pada masa Jahiliyah harta peninggalan (warisan) hanya khusus bagi laki-laki

saja, wanita dan anak-anak tidak diberi hak untuk menerima harta peninggalan itu,

lalu turun surat An-Nisa ayat 7 di atas”.*

Kaum wanita bukan hanya diabaikan hak untuk menerima harta warisan
peninggalan ibu-bapaknya, bahkan mereka sendiri dianggap sebagai benda yang
dapat diwariskan.

Di masa Jahiliyah atau sesudah kelahiran Islam yang masih ada sisa-sisa
Jahiliyah-nya, jika ada wanita yang suaminya meninggal maka wanita itu menjadi
warisan keluarga laki-laki dari suami yang meninggal, yaitu anak laki-laki atau
saudara laki-lakinya. Mereka bisa berbuat sekehendaknya apukah mereka ingin

mengawininya sendiri atau mengawinkannya dengan laki-laki lain dengan mengambil

keuntungan.’

*Ibid., h. 53
*Ibid., h. 15




Dalam bidang hukum, pada masa Jahiliyah kaum wanita mengalami
- diskriminasi hukum. Pada masa itu, wanita tidak mendapatkan perlindungan hukum
dalam masalah kriminal. Lain halnya dengan kaum laki-laki, jika ada laki-laki yang
membunuh wanita tidak ada tindakan apapun terhadap laki-laki tersebut, seperti gisas
ataupun hukum pembayaran diyat. Gambaran ini dijelaskan oleh Muhamméd Al-
Hamidi:

Ll Rl o &6 gimg g 8100 J5 131 o 1 r oLl 0y Y adaldl amy OIS

Dahulu scbagian kaum Jahiliyah tidak menganggap perlu adanya qisas jika seorang
pria membunuh seorang wanita dan mereka tidak mengenakan hukum diyat

(pembayaran denda) kepada si pembunuhnya®
Dalam hal perxawinan, kaum wanita mengalami kawin paksa oleh orang tua
terhadap laki-laki yang tidak disukai oleh mereka.’ Jadi, wanita di zaman Jahi liyah

tidak diberi hak pilih urtuk menentukan calon suaminya sendiri. Mereka tidak diajak
musyawarah, siapakah kiranya laki-laki yang mereka pandang pantas untuk dijadikan
pasangan dalam mahligai rumah tangga mereka. Suka atau tidak, mereka harus

menerima nasib yang telah ditentukan sendiri oleh ayahnya masing-masing.

Selain itu, menurut Murtadha Muthahhari, pada masa itu perkawinan istibda’
sanget meluas, di mana suami mengirim istrinya yang telah bersih kandungannya

kepada pemimpin kabiiah yang terkenal, berani, kuat dan mulia dengan tujuan sugaya

SIbid.
"Ibid., h. 8



sang istri mengandung anak dari orang tersebut, setelah itu ia (istri) kembali lagi pada
suaminya. Begitu juga perkawinan syigar, yaitu pertukaran anak perempuan. Apabila
dua orang mempunyai dua anak gadis akil balig yang belum kawin, mereka bisa

mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak

perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan lain.®

Dengan demikian anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah
dari anak perempuan lain.

Keadaan wanita pada bangsa-bangsa lain tidak jauh vberbeda dengan kondisi
yang terjadi pada bangsa Arab Jahiliyah sebelum Islam datang. Bangsa Yunani,
misalnya, mereka menganggap” wanita sebagai kotoran yang berasal dari syetan, ia
jauh dari rahmat Tuhan karena menanggung dosa Hawa sebagai nenek moyangnya
yang pertama, dia terhalang dari seluruh hak sipilnya seperti jual beli, sewa menyewa,
mengadakan perkongsian dan lain-lain. Wanita juga terhalang dari hak menerima
warisan dari kerabatnya sebab menurut mereka hak warisan hanya jatuh kepada
kerabat laki-laki.

Sebuah lembaga di Athena pernah mengeluarkan keputusan bahwa kaum
wanita adalah binatang najis yang tidak memiliki ruh yang abadi namun mereka tetap
diwajibkan beribadah dan berbakti. Mulut mereka dibungkam laksana unta, anjing

ataupun sapi, tidak boleh berbicara dan tertawa karena mereka dianggap tali temali

$Murtadha Muthahhari, Hak Wanita dalam Islam, (Jakarta: I.entera. 1995), h. 39
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“syetan”. Sementara itu hukum mereka yang terkenal antara lain membo!chkan
seorang ayah mengawini putrinya sendiri.’

Pada masyarakat peradaban Hindu dan Cina, hak hidup seorang wanita yang
bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-
hidup pada saat suaminya dibakar. Wanita pada masyarakat Hindu ketikz itu sering

dijadikan sebagai sesajen bagi apa yang mereka namakan “dewa”.'”

Demikian pula dalam syari’at agama bangsa India, wanita tidak mempunyai
hak untuk bebas dari ayahnya atau suaminya atau anaknya. Kalau mereka semuanya
itu meninggal, maka wanita hms menggabungkan dirinya dengan seorang laki-laki
dari keluarga suaminya, dan selanjutnya ia terkungkung seumur hidupnya, ia tidak
mempunyai hak hidup sepeninggal suaminya, ia harus mati pada saat suaminya 1aati

yaitu dengan cara di bakar bersama suaminya dalam keadaan hidup, mereka berdua

dibakar bersama dalam satu pembakaran.'!

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan
ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan

ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan

*Muhammad Rasyid Ridha, Panggilan Islam: terhadap Wanita, (Bandung: Pustaka, 1986), h.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-1, h. 297

”Musgafa As-Sib3’i, Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan, alih bahasa
Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 31



tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita
menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi
sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita,

dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau
ayah).'?

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, satu-satunya bangsa sesudah kelahiran
Muhammad dan sebelum beliau diutus sebagai seorang Rasul, yang dianggap paling
menghargai xaum wanita adalah bangsa Perancis, di mana mereka sesudah melalui

perdebatan dan sengketa sengit menetapkan bahwa kaum wanita adalah juga manusia,
tetapi ditakdirkan untuk melayani kaum pria.'®

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kaum wanita sebelum kehadiran Islam
mengalami perlakuan yang sangat tidak adil baik dalam bidang politik, ekonomi,
sosial dan budaya, bahkan agama dan keyakinan yang mereka anut melegitimasi
tindakan mereka yang tidak menghargai kaum wanita. Keadaan tersebut bukan hanya
terjadi pada bangsa Arab saja, yang selama ini sering dianggap sebagai bangsa yang

paling tidak menghargai wanita, bahkan bangsa besar lain di dunia.

M. Quraish Shihab, lrc. cit.
M. Rasyid Ridha, foc. cit.
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B. Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam

Di atas telah diuraikan bagaimana kondisi wanita sebelum kchadiran Islam,
baik yang terjadi pada bangsa Arab Jahiliyah maupun bangsa-bangsa lain di dunia, di
mana mereka mengalami perlakuan yang kurang adil dari berbagai sisi kehidupannya.
Lalu, bagaimana kedudukan wanita dalam hukum Islam?

Islam adalah agama yang memuliakan kaum wanita dan menganggapnya
sebagai anugerah Allah SWT seperti firman-Nya:

25U sl gy ULl ety b gy ety Lo Gl o W1y ol ot el B

(498 1eY/5, 42
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia

kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki
dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki

Islam mengakui kelebihan-kelebihan wanita dalam berbagai hal. Mereka
dianggap sebagai perhiasan surga, keberadaannya sebagai anak, istri maupun ibu
sangat jelas. Seorang ayah tidak berhak memperlakukan putrinya seperti benda atau
menikahkannya sekehendak hati tanpa meminta pendapat dari yang bersangkutan,

karena bagaimanapun s:orang gadis berhak mengemukakan pendapatnya sehingga

ketika dia mengatakan “tidak” scorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya
lagi."

Agama Islam sangat memuliakan keberadaan wanita sebagai ibu, karena

ibulah yang mengandung bayi selama sembilan bulan, melahirkannya antara hidup

“Yusuf Qardawi, op. cit., h. 56
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dan mati, menyusuinya, mengurus dan mendidiknya sampai dewasa. Karera itu,
Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menghormati dan selalu berbuat baik

kepadanya. Sebagaimana firman-Nya:

i)y L SKsl O pule (3 dlaby oy e Loy aul a4l OLusYileo 3 5

(Ot /o) gl

Dan Kami perintahkan kepada warusia untuk berbuar baik kepada ibu-bapaknya,
ibunya telch mengerdungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dov
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu-bapakmu,
kanya kcpuda-Kulan tempat kembali

Selain ayat di atas., Nabi SAW juga memerintahkan umatnya berbuat baik

kepada kedua orang tua terutaraa kepada ibu, melalui Hadisnya Nabi SAW bersabda:

(}.QQ,OK&)J'Q‘ybﬁwtuaﬂ\‘;ﬂ‘s)w‘fﬂ'aUJ.:- WJL@UJ&
U»U‘d}lwﬂidng'dl.&s&!dﬁ)d\ J:r)¢\>.-dud;9ﬂ‘gnb)5ﬁjﬁ
‘:b,-‘\":d\-’.(&!QSB?JEJBC&‘JE?J(}JGL&A\JB?&?{WM

B (s oly ) 'ﬂ)’-‘ Ju

Dari Abi Hurairah FA. berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW,
lalu bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya
berbuat baik kepadany=? " Rasulullah menjawab: “Ibumu”, ia bertanya lagi: “siapa
lagi?” Rasulullah menjawab:  “'bumu’”, kemudian bertanya lagi: ‘siapa?”
Rasulullah menjawab: “lbumu’, (alu bertanya lagi, “kemudian siapa? ” Rasvlullah

menjawch: “Bapakmu”

Dari penjelasan ayat Al-Qur an dan Hadis di atas terlihat bahwa betapa ajaran

[slam sangat memuliakan kaura waaita. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi wanita

5 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ism%il Al-Bukhari, Saiit Al-Bukhari, (al-Maktabah al-
‘Asriyah li at-Taba’ah wa an-Nasyi, 1997 M/1418 H), Jilid 1, Juz ke-4, h. 1898
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sebelum kehadiran Islarm. Selain itu, banyak lagi ayat Al-Qur’an yang berkaitan
dengan wanita sekaiigus mengangkat derajat kaum wanita dan memuliakannya.

Seperti firman Allah:

(S ST O g ylad B3y bgmd (Sl y 51y 573 e oSl U Ll

(VY 124/l pdly o ‘...Lo ol ‘._ﬂ.a_ﬂ FOIRTES
Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah walah orang yang paling bertagwa di antara kamu,
sesungguhnya Alluh maha mengerahui lagi maha mengenal

Muhammad Rasyid Ridha, menuliskan beberapa ajaran Al-Qur’an tentang
persamaan antara pria dan wanita. Ajaran tersebut antara lain:

1. Ajaran yang menyatakan bahwa pria dan wanita berasal dari yang satu, dan

kemanusiaar ini tidak mungkin dapat ditegakkan kecuali oleh mereka berdua, di

antara dalilnya Q.S. An-Nis3 ayat 1:

Lagan g Lo g5 Lgin ot s Sty o o oSl 01 (0S5 1! WLl
Ly Sde 018" 1 O ol N1y 4 O gleled S 1 1455ty oy 1S Yo

(O refsldy

Iai sekalian manusia bertagwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu
dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada
keduanya Allah memperke:nbung-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertugwalan kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu
saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,
sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengewasi kawmu

2. Ajaran yang menyatakan bahwa kaum wanita dan pria sama dalam hal keimanan,

deiilnya antara lain adalak Q.S. Al-Burdj ayat 10:

L



A Olde by - lde ("G'b PYPE é ¢ b sl y e gl gz - 00 O

(e :AO/C;;.J‘)

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang

mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi
mereka azab jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar

3. Ajaran yang menyatakan bahwa pahala (balasan amal) kaum wanita yang beriman

sama dengan laki-laki mukmin, dinyatakan Al-Qur’an di antaranya dalam surat

An-Nahl ayat 97:

o2l gy Bk g il e gay (B 41 ST e Lo fas
AV V1 oy O ghasy 1980 by

Barang siapa yang mengerjakan amal saieh, baik laki-laki maupun perempuan

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balusan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Beliau juga menuliskan tentang kebersamaan kaum wanita dan pria dalam
aktivitas keagarnaan, sosial dan politik. Dalam ibadah , misalnya shalat Jum’at dan
shalat dua hari raya, kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria.
Allah mensyari’atkan hal tersebut, namun tidak mewajibkan kepada kaum wanita dan

itu merupakan keringanan. Dalam hal kegiatan sosial-politik, Allah SWT berfirman:

Osmcity S 8 O ggiay Bl 03,0l any el g) rgims Dliaglly 0 p20 sl

S 5 OV ) g g S g W gy g O gaday y 84S O 55y shaal

‘ (VY 13y

Dan orang-orang yang beriman laki-laki dun perempuan, sebagian mereka (adalah)
menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat

dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

-



Dalam ayat tersebut Allah telah memberikan medan kegiatan kepada kaum
wanita mukmin yang mutlak sama dengan kegiatan yang diberikan kepada kaum pria,
yaitu: persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong baik dengan harta maupun
dengan tenaga, tetapi dalam hal ini Allah SWT tidak mewajibkan kepada wanita
untuk terjun langsung ke medan perang, kaum wanita hanya dianjurkan untuk
membantu para pejuang, misalnya menyediakan air minum, makanan, mengobati

yang terluka serta memberi motivasi dalam pertempuran. '®

Abu Bakar Al-Asy’ari mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi wanita
dalam peperangan:

Pada zaman Raculuilah- sering terjadi perselisihan antara orang Islam dengan
agama lain, di mana wanita menjadi pendamping kaum pria untuk membantu
rakyat yang terkena musibah atau terluka, bahkan kaum wanita justru
memberikan dorongan dorongan yang dapat mendatangkan keberanian yang
luar biasa kepada kaum pria untuk maju terus ke medan perang melawan
musuh. Sekiranya kaum wanita tidak membantu perjuangan Islam pada waktu
itu, maka belum tentu tentara Islam selalu mendapat kemenangan

sebagaimana yang diungkapkan dalam sejarah.'”

Dengan demikian tergambar tugas wanita seolah-olah tangan kanannya
bertugas menangani urusan rumah tangga, sedang tungan kirinya bertugas menangani
problematika sosial yang ada di luar rumah. Akan tetapi, walaupun demikian, wanita

tidak boleh meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya.

'*Muhammad Rasyid Ridha, cp. cit., h. 6
" Abu Bakar Al-Asy’ari, Tugas Wanita dalam Islam, (Jakarta: Media Da’wah, 1986), h. 7
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Selain pandangan di atas, Haya Binti Mubarak Al-Barik menyatakan bahwa
wanita dan pria mendapat haknya dalam mendengarkan keputusan hakim, selain itu
juga keduanya diberi kebebasan yang sama dalam memilih calon pasangan hidup, dan

yang terpenting, wanita dan pria sama-sama dibebani dengan hukum-hukum syari’at,
sekalipun tetap ada perbedaan dalam beberapa hukum yang bersifat detail.'®

Islam memerintaitkan kepada kaum wanita untuk menuntut iimu, sebagaimana
anjuran Islam kepada kaum laki-laki; baik itu pengetahuan Islam maupun lainnya,
kaiena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk membentuk kepribadian,
keluarga dan masyarakatnya. Untuk itulah Al-Qur’an memberikan pujian kepada Ulul

Albab. Mereka yang dinamai Ulu! Albab tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja,
tetapi juga kaum perempuan. '’

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa menuntut ilmu bagi kaum wanita
sangatlah penting, karena untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam segi

lapangan kehidupan, ia sebagai tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, apalagi

kebahagiaan surga anaknya terpikul di atas pundak wanita.?’

'sHaya Binti Mubarak Al-Barik, £nrsiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta: Darul Falah,
1997), h. 171
M. Quraish Shihab, op. cit, h. 277

27 akiah Daradjat, Islam dan Peranan Wanita, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 8




18

Demikianlah berbagai pendapat tentang kedudukan wanita dalam hukum
Islam, hal ini memberi kesan bahwa Islam sangat menghargai dan memuliakan

wanita, berbeda dengan pandangan masyarakat di zaman J ahiliyah tentang wanita.

C. Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat Indonesia
1. Kedudukan Wanita dalam Hukum

Kaum wanita xﬁcmpunyai hak yang sama dengan kaum pria di hadapan
hukum, khususnya hukum yang mengatur perkawinan, warisan, tentang pemilikan
tanah serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perdata. Dalam
kenyataannya di masyarakat, mqskipun hal tersebut telah diatur, sering terjadi di
mana kaum wanita yang memilil& kedudukan yang sangat tinggi ketika ia berfun 2si
sebagai ibu, namun laki-laki memandang kedudukan kaum wanita yang statusnya
sebagai istri begitu rendah. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan
(UUP) Nomor 1 tahun 197,4, kaum wanita dapat bernapas lega, karena sedikit banyak
hak-hak wanita sebagai scorang istri telah diatur sedemikian rupa di dalam undang-
undang tersebut, walaupun Al-Qur’an dan Hadis telah menjelaskan secara tégas
ientang kedudukan serta hak-hak wanita jauh sebelum UUP tersebut lahir di
Indonesia. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan
di Indonesia yang berlaku bagi semua warga niegara meskipun tidak bisa dipungkiri

bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum. Jelas ia merupakan
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tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang

kokoh.?!

Nani Suwondo mengemukakan bahwa kedudukan wanita menurut UUP yang
sekarang berlaku mendapat perhatian secara wajar. Beberapa pasal dari UUP secara
tegas meinberi jaminan terhadap hak dan kedudukan wanita antara lain mengenai:

a. Fungsi atau peranan yang sesuai dengan harkat dan martabat wanita.
b. Keperluan hidup, temgpat kediaman dan kesehatan.
c. Tuntutan rasa cinta dan kehormatan.

d. Melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan diri pribadi, harta

benda, maupun berhubungan dengan instansi resmi dan badan peradilan.22

Setelah lahirnya UUP nomor 1 tahun 1974 dan diberlakukan di masyarakat,
beberapa tahun kemudian lahir Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang
disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991.
Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan’Menteri Agama RI nomor 154 tahun
1991 iangga! 22 Juli 1991 dan disebar-luaskan melalui surat edaran Direktur

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam nomor 3694/EV/HK.003/A2/91 tanggal 25

Juli 1991.%

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1935}, h. 37

Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1981), Cet. ke-3, h. 104
# Ahmad Rofiq, op. cit., h. 26

O
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Saat ini masyarakat Indonesia yang beragama Islam dalam melaksanakan
perkawinannya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntuk-kan
khusus bagi umat Isiam. KHI di indonesia merupakan pengembangan dari hukum
perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena itu,

ia ddak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UUP tersebut kendatipun
cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam.*

Pengakuan persamaan hak dan kedudukan yang telah diatur dalam UUP
nomor 1 tahun 1974 merupakan pelaksanaan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal
27 ayat 1. “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.

Menurut Sri Widoyati Soekito menyatakan bahwa UUP nomor 1 tahun 1974
merupakan UUP nasional yang bermaksud:

a. Membentuk keluarga bahagia dan xekal.

b. Mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan
kebhinekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum
perdata positif yang masih beraneka ragam dalam masyarakat.

c. Menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama.25

®Ibid., h. 55

gri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Islam, (Jakarta: LP3ES, 1983),
Cet. ke-2, h. 53
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Sebelum adanya UU nomor 1 tahun 1974 yang dinyatakan berlaku sejak

tanggal | Oltober 1975, hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga yang

pernah berlaku sebagai berikut:

1)

3)

4)

5)

Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka, dalam hal ini bagi orang
Islam berisku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang Indonesia asli
yang beragama Kristen tunduk pada Staatsblad 1933 nomor 74 (Huwelijks
Ordonantie Chinten Indonesia/HOCI).

Bag: crang-erang Arab dan lain-lain bangsa Timur asing yang bukan Tionghoa
berlaku hukum adat mereka.

Bagi orang Eropa verlaku Burgerlijk Wetboek.

Bagi orang Tionghcw berisku Burgerlijk Wetboek dengan sedikit kekecualian
yaitu yang mengenai huzl pencatatan jiwa dan acara sebelum perkaw/inan
dilakukan.

Dalam perkawman campuran, vmumiiya berlaku hukum dari suami (peraturan
perkawinan campuran yang diatur dalam Regeling op de gemengde huwelifken,
Staatsblad nomor 158).%

Sekarang warga negara Indonesia dalem melangsungkan perkawinannya

merujuk pada UU nomor 1 tahun 1974 sesuai dengan agama dan kepercayaannya

mesing-masiug dau hal iiu telah tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UUP yaitu:

26 Bakri A. Rahinan dan Ahmad Sukardia, Fidum Perkawivam Merunt klam, Undarg-

wndang Perkawinan dan RHdaun Perdaia, (G.karta: Hidakarya Agung, 1581), Jilid 1, h. 3




“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum, masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu”.?’

Selain itu UU nomor 22 tahun 1946 berhubungan dengan UU nomor 32 tahun
1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan ruyju’, sebagaimana pasal 1 ayat 1
menyatakan bahwa: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya
disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri
Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talaq dan ruju’ yang dilakukan

menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada

pegawai pencatat nikah.?®

Dalam perceraian, kedudukan wanita (istri) salah satunya ditentukan oleh
bagaimana cara perceraian itu dilaksanakan menurut hukum yang berlaku,
sebagaimana yang tercantum dalam UUP nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1:

“Perceraian hanya dapai dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

3 29

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

7 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkowiran di Indonesia, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1975), Cet ke-2, h. 84

*Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di
Indonesia, (Jckarta: Djambatan, 1981), Cet. ke-2, h. 122

#Arso Sosroatmcdjo dan A. Wasit Aulawi, op. cit., h. 94
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Dengan demikian pernyataan di atas bertujuan untuk mempersulit jatuhnya
cerai dan juga akan memelihara wanita dari laki-laki yang mempermainkan kata
“talak dan rujuk”. Untuk menghindarkan wanita dari permainan itu maka cerai di
depan hakim dipandang sebagai jalan yang terbaik, karena itu peraturan tersebut
cocok bagi masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat modern, di samping
menghindarkan persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami yang
sesuka hatinya tanpa prosedur apapun dapat menceraikan istri tanpa alasan hukum
yang sah.

Dalam hal ini (cerai harus di depan sidang pengadilan) sesuai dengan
pendapat ahli Fikih golongan Syi'ah Imamiyah yang “memperéaksikan talak itu
menjadi syari’at sahnya talak”. Mereka bersandar pada firman Allah:

(Y :o/adaly ... r.(.a e (545 Tydgaly ...
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
Akan tetapi ahli fikih mazhab empat berpendapat bahwa talak tanpa

dipersaksikan di hadapan orang lain adalah sah, karen talak adalah hak suami, ia tidak

memerlukan bukti untuk menggunakan haknya.*

30AI-Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, alih bahasa M. Thalib, {Bandung: Al-Ma’arif, 1980),
Jilid 8, Cet. ke-1, h. 34
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Dengan adanya pendapat yang mengharuskan talak di depan pengadilan

(harus ada saksi), merupakan pembaruan ilmu fikih ke arah fikih kontemporer
(terbaru) yang berlaku sekarang sebagaimana hukum positif di Indonesia. Karena
pada dasarnya fikih sebagian hukumnya dapat berubah pada segi tertentu, contohnya
dalam keadaan darurat, dan jika ada unsur yang lebih maslahat menyesnaikau

masyarakat dari masa ke masa.

2. Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia

Wanita masa kini, khususnya wanita Indonesia, banyak yang sudah
menduduki jabatan penting dalam masyarakat dan pemerintahan; wanita menduduki
jabatan menteri, anggota DPR, hakim, polisi, direktris, dan jabatan lainnya. Pada
masa lalu, jabatan tersebut banyak didominasi oleh kaum pria, kalaupun ada dari
pihak wanita, itu hanya dalam batas tertentu.

Potensi wanita sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan
nasional di indonesia tidak disangsikan lagi, karena separuh penduduknya adalah
wanita. Jika potensi yang besar ini tidak didorong dan cidukung serta dimanfaatkan
secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan
mer.galami kelambanan dan kemunduran.

Banyak wanita yang telah menjalankan peranannya yang amat penting, baik

dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia untuk melawan

kolonial Belanda, maupun dalam perjuangan memperbaiki nasib bangsa Indenesia,
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antara lain Cut Nyak Dien, Cut Muthia, Nyi Ageng serarg, Raden Ajeng Kartini, dan
lain-lain.

Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai pelopor kemajuan wanita Indonesia. Ia
memiliki cita-cita yang sangat tinggi serta memiliki pengaruh yang besar sekali dalam
membebaskan kaum wanita dari keterbelakangan dan kebodohan. Karyanya yang
berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang berisi tentang perbaikan kedudukan wanita
dalam perkawinan dan pengajaran yang baik untuk orang Indonesia, khususnya bagi
parz gadis untuk mencari penghidupan sendiri dan nasibnya tidak tergantung semata-
mata dari perkawinan, karena di Indonesia begitu merajalela kawin paksa (perempuan
umumnya kawin dengan lakj-laki yang tidak dikenal). Poligami telah menjadi
kebiasaan di mana semua istrinya berada dalam satu rumah, perceraiar yang

dilakukan sewenang-wenang oleh suami, gadis-gadis dipingit dan kurang mendapat

kesempatan belajar secara formal.’!

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kaum wanita mempunyai tugas dan
kewajiban yang kompleks dan berat, misalnya: seorang wanita sebagai ibu rumah
tangga yang mempunyai tugas dan harus dipertanggungjawabkan secara pasti, juga
sebagai anggota masyarakat yang dituntut untuk mengabdikan diri dalam kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan.

3'Nani Suwondo, op. cit.,, h. 165
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Taraf kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi keberadaan kaum ibu,

karena bila suatu penderitaan dialami oleh suatu keluarga, maka yang banyak prihatin

terhadap penderitaan itu umumnya kaum ibu, karena kaum ibu lebih bersifat

mengorbankan diri demi kepentingan keluarga.®

Mengenai tugas wanita dalam keluarga dan masyarakat, Nani Suwondo

menyatakan panca tugas wanita, yaitu:

a.

Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat,
untuk sama-sama membina kelvaiga bahagia.

Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, agar anak-anak dibekali
kekuatan jasmani dan rohani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan
menjadi manusia berguna bagi nusa dan bangsa.

Sebagai ibu pengatur rumah tangga, agar rumah tangga menjadi tempat yang
aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga.

Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan
swasta, dunia politik, berwiraswasta, dan sebagainya untuk menambah
penghasilan keluarga.

Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan
sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat.

Deri uraian di atas terlihat bahwa kedudukan wanita pada saat ini terasa

sangat penting dan dapat disejajarkan dengan kaum jaki-laki. Hal itu berarti bahwa

*2Ibid., h. 242
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wanita di masa kini harus mampu mensejajarkan diri dan mendampingi kaum laki-
laki untuk mengisi dan menunjang pembangunan yang sedang berjalan, dan sungguh
pada masa sekarang ini tidak ada alasan untuk membeda-bedakan antara pendidikan
anak-anak perempuan dengan anak laki-laki sebagaimana yang banyak terjadi di

antara keluarga Indonesia pada masa lalu.

o




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dibahas di muka, dapat disimpulkan
bahwa seorang nria (suami) dan wanita (istri) yang telah terikat dalam suatu ikatan
perkawinan memiliki hak dan kewsjiban masing-masing. Kewajiban seorang suami
merupakan hak seorang istri dan kewajiban seorang istri adalah hak seorang suami
yang barcs dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Beberapa ha.i yang menjadi hak wanita dalam perkawinan antara lain :

1. Hak untuk mengena! calon pasangannya, sebagai tanda persetujuan atas calon
mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya.

2. Hak untuk mendapat mahar, Sebagai wujud penghargaan, cinta dan simbol
psndahuluan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
memberikan nafkak kepada istrinya dalam rumah tangganya kelak.

3. Hak untuk mendapat nafkah, sebagai realisasi dari mahar yang telah diberikan
saat akad perkawinan berlangsung, berdasarkan kemampuannya baik berupa
sandang, pangan maupun papan.

4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dalam pergaulan, seperti
mengkorwati dan mengh:gainya, bersikap lemah lembut dan sabar, sopan santun

dan selalu menyerugkan hatinya, dan sebagainya.
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5. Hak calan: memutuskan perkawinan, sebagai wujud untuk mengingatkan kaum
laki-laki (suami) yang bertindak merugikan kaum wanita (istri) seperti bersikap
kasar, tidak memberi nafkah, pemabuk, penjudi, menyeleweng, dan sebaginya.

6. Hak akibat putusnya perkawinan, baik hak atas nafkah atau tempat tinggal atau

warisan bila suami meninggal.

B. Sarap-saran.
Setelal: meiupelajari hak-hak wanita dalam perkawinan berdasarkan pada
hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, serta membandingkannya
dengan realitas yang terjadi pada reliagian masyarakat, ada beberapa hal yang; perlu
penulis sarankan, antara iain
1. Pengabauian hak-hak warnita yang terjudi pada sebagian masyarakat Indonesia,
terutama di pedesaan, disebabkan karena masyarakat cenderung kepada hukum
adat dan budaya yang éda, di mana laki-laki lebih dihargai daripada wanita.
Padahal hukum Islam memandang sama antarg keduanya. Karena itu, ayat-ayat
al-Qur’an dan hadits yang memandang kesetaraan dan kesejahteraan wanita lebih
visusialisasikan kepada masyarakat.

2. Kenyataar. yang sclama ini terjadi di sebagian kalangan masyarakat, yang
cenderung mengabaikan hak-hak wanita dalam perkawinan, bersumber pada
kurangnya pemahaman terhadup hekum, baik hukve islam maupun hukum

positif teritama UU unomor 1 tahun 1974. Karena itu, pemahamarn terhadap
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keduanya merupakan sebuah keharusan agar tiduk ada pihak yang saling
dirugikan terutama kaum wanita (istri).

. Pemahaman terhadap kedua sumber di atas belum cukup, karena keseimbangan
dalam perkawina: di mana salah satu pihak tidak ada yang dirugikan,
memerlukan kesadaran «an tanggung jawab masing-masing individu untuk
melaksanakan hak dan kewaiibarnya dalam perkawinzn. Karena itu, kedua pihak
terutama suami tidak memandang pihak lain (istri) sebagai sobordinasi (di bawah
kekuasaannya) nya melainkan sebagai mitra yang saling membutuhkan satu sama

lain untuk inenciptakan kelauarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
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